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Profil singkat

Saffah Salisa Az-zahro’, S.H. atau yang biasa disapa Salisa merupakan lulusan program
sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Menjabat sebagai peneliti di IJRS,
Salisa memiliki ketertarikan di isu perempuan, reformasi peradilan pidana, tindak pidana
kekerasan seksual, dan bantuan hukum. la kini terlibat dalam program Kajian dan Advokasi
RKUHAP, Kajian Dampak UU TPKS Terhadap Peran Jaksa dan Hakim, Kajian Cost of Crime
and Criminal Justice System pada perkara narkotika, Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Perma 1/2020 tentang Tindak Pidana Korupsi, dsb.

Jabatan Saat Ini
Peneliti

Pendidikan
1. S1 Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (lulus 2023)

Pengalaman kerja
1. Magang di DnT Lawyers Office (2023)
2. Asisten Peneliti di Jentera / Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual
(APKS) (2023)
3. Magang di bagian penanganan kasus di LBH Jakarta (2022)

Pengalaman organisasi
1. Paralegal Jalanan yang memberi pendampingan bagi aksi massa maupun kegiatan
demokrasi lainnya (2021- sekarang)
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Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1.

2.
3.
4

Penyusunan Naskah Akademik dan Advokasi Peraturan Komprehensif Anti-Diskriminasi.
Penyusunan Modul dan Pelatihan Advokat tentang Implementasi UU TPKS.
Pengembangan Portal Data KataHukum Sebagai Pusat Informasi Isu Hukum dan Sosial.
Kajian Asesmen Implementasi Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 21 Narkotika
di Wilayah Kejati DKI Jakarta Tahun 2022.

Penyusunan Pedoman Pelatihan Layanan Bantuan Hukum terhadap Organisasi Bantuan
Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum NCHR Tahun 2023.

Buku penjelasan KUHP 2023 pasal-perpasal berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI
Jakarta

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1.

Kajian dan Advokasi RKUHAP.

2. Kajian Dampak UU TPKS Terhadap Peran Jaksa dan Hakim
3. Kajian Cost of Crime and Criminal Justice System pada perkara narkotika
4. Kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perma 1/2020 tentang Tindak Pidana
Korupsi.
5. Kajian Asesmen Implementasi Kebijakan Perempuan dan Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana: Perma 3/2017, Pedoman Jaksa Agung 1/2021, dan Perma 5/2019.
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Pencapaian

1.

2.

Menjadi narasumber di diskusi publik LBH Jakarta mengenai Reformasi Sistem Hukum
Pidana: Membongkar Praktik Peradilan Sesat di Indonesia

Menjadi penulis terpilih dalam Kwitangologi Vol.9 KontraS, dengan tulisan berjudul
“Semakin Nyata Militer di Ranah Sipil”

Menjadi narasumber di diskusi publik KontraS Launching Kwitangologi Vol.9 mengenai
“Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan” pada 2022

Menjadi Tim Penyusunan SOP Penanganan Kekerasan Seksual STHI Jentera pada
2020-2022.

Menjadi Narasumber di diskusi live ig LBH Masyarakat (Human Right's Talk) mengenai
“Anak Muda dan Gerakan Anti Hukuman” pada 2021.
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